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putusan.mahkamahagung.go.id

P   E   N   E   T   A   P   A   N
  NOMOR :  168/G/2010 /PTUN- JKT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Waki l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar t a   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  Penggugat  te r t angga l  09  Nopember  

2010   d ida f t a r  d i  Kepani te raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  tangga l  18  Nopember  2010  di  bawah  reg i s t e r  Nomor  :  

168/G/2010 /PTUN- JKT,  yang  dia jukan  o leh  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

YUSRANSYAH,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  bera lamat  d i  Ja lan  

Gunung  Harapan,  RT.  08,  Kelu rahan  Sesayap,  

Kecamatan  Sesayap  Hi l i r ,  Kabupaten  Tana  Tidung,  

Kal iman tan  Timur ,   da lam  hal  in i  d iwak i l i  

kuasanya  :  

ALMAIDA  GALUNG,  SH. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat  /  Konsu l t an  Hukum  pada  Kanto r  

Advokat  ALMAIDA GALUNG, S.H.  & Rekan ,  bera lamat  di  

Ja lan  Padat  Karya ,  Gang  Pelang i  Nomor  27  RT.  08,  

Kelu rahan  Sempaja  Utara ,  Kecamatan  Samar inda  Utara ,  

Kal iman tan  Timur ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus,  

tangga l  09  Nopember  2010,  selan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PENGGUGAT;

                                                            L      A 

W      A      N 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI  MERDEKA,  berkedudukan  di  Ja lan  

Mampang  Prapatan  XI I ,  No.  6,  Jakar ta  Sela tan ,  

se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i   . .…………………………………………………… 

TERGUGAT;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  te l ah  

memohon  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  te rhadap  keputusan  

Tergugat  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tergugat  No.  :  KEP/11/DPN- PM/VI I / 2010 ,  tangga l  26  

Ju l i  2010,  Tentang  Sanks i  Pembebas  Tugasan  dan  Pemberhent i an  

Saudara  H.  Yusransyah  sebaga i     anggota    DPRD   Kabupaten  

Tanah   Tidung    Tana   Tidung    Prop ins i  

Hal1   dar i  5  hal  Penetapan  Nomor  :  168/G/2010/PTUN- JKT……
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Kal iman tan  Timur  dar i  Par ta i  Merdeka  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Tergugat  No.  :  KEP/12/DPN- PM/VI I / 2010 ,  tangga l  26  

Ju l i  2010,  Tentang  Penggant i an  anta r  waktu  Saudara  H.  

Yusransyah  sebaga i  anggota  DPRD  Kabupaten  Tana  Tidung  

Prop ins i  Kal imantan  Timur  dar i  Par ta i  Merdeka  Per iode  2009-

2014  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  guna  mempero leh  ke je l asan  mengenai  

keadaan- keadaan  yang  diungkapkan  Penggugat  da lam  gugatannya ,  

maka  Pengadi l an  te l ah  memanggi l  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  

had i r  da lam  acara  Dismissa l  Proses ,  d imana   Penggugat  t i dak  

had i r  dan  Tergugat  had i r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  62  ayat  (1 )  Undang-

Undang  No.  5  tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  No.  51  tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  Ketua   Pengad i l an   da lam   Rapat   Permusyawara tan  

berwenang   

menetapkan   bahwa  gugatan  t i dak  di te r ima  atau  t i dak  berdasar  

da lam  hal  d ipenuh i  keten tuan - keten tuan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokok  gugatan  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  dalam 

wewenang  Pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  56 

t i dak  d ipenuh i  o leh  Penggugat  seka l i pun  ia  te lah  

dibe r i t a hu  dan d ipe r i nga t kan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  te rsebu t  t i dak  d idasarkan  pada  a lasan- alasan  yang  

layak  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Apa  yang  di tun tu t  da lam  gugatan  sudah  te rpenuh i  o leh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Gugatan  dia j ukan  sebe lum waktunya  atau  te l ah  lewat  waktunya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  kompetens i  abso lu t / k ewenangan  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  :  51  

Tahun  2009  adalah  memer iksa  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

Tata  Usaha Negara  (V ide  Pasa l  47  Undang- Undang  Nomor  :  5 Tahun  

1986) .  Dan  yang  dimaksud  dengan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  sengketa   yang   te r j ad i   anta ra   Orang/Badan  Hukum 

Perdata  melawan Badan/Pe jaba t  

Hal2   dar i  5  hal  Penetapan  Nomor  :  168/G/2010/PTUN- JKT……
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Tata  Usaha  Negara  ak iba t  d ike lua rkannya  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara .  Selan ju tnya  yang  dimaksud  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  Pejaba t  yang  melaksanakan  fungs i  untuk  menyelenggarakan  

urusan  pemer in tahan /  yang  bers i f a t  ekseku t i f  (  Vide  Pasa l  1  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  Gugatan  Penggugat ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  menyimpulkan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  gugatan  a  quo  ada lah  te r j ad i  anta ra  Sdr .  H.  

Yusransyah /Pengguga t   melawan  Dewan  Pimpinan  Nasiona l  

Par ta i  Merdeka  ak iba t  d i t e rb i t k an  Sura t  Keputusan  No.  

KEP/11/DPN- PM/VI I / 2010  tangga l  26  Jun i  2010     ten tang  

Sanks i  Pembebas  Tugasan  dan  Pemberhent i an  Sdr .  H.  

Yusransyah  sebaga i  anggota  DPRD….. . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa Keputusan  Pemberhent i an  Anggota  DPRD dan  Penggant i an  

anta r  waktu  Anggota  DPRD oleh  Pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  

ada lah  bukan  t i ndakan  yang  te rmasuk  fungs i  da lam rangka  

penye lenggaraan  urusan  Pemer in tahan ,  karena  leb ih  pada  

urusan  organ isas i  Parpo l  i t u  send i r i  ;  - - - - - - -

Bahwa oleh  karena  apa  yang  dipu tuskan  oleh  Dewan Pimpinan  

Nasiona l  Par ta i  Merdeka  dalam  SK  No.  KEP/11/DPN-

PM/VI I / 2010  tangga l  26  Jun i  2010  adalah  bukan  dalam 

rangka  penye lenggaraan  urusan  pemer in tahan  maka  Dewan 

Pimpinan  Nasiona l  Par ta i  Merdeka  t i dak  dapat  

d ipe rsamakan  dengan  Badan /Pe jaba t  TUN yang  keputusannya  

dapat  d i  gugat  d i  Perad i l an  TUN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  dia tas ,  o leh  

karena  Tergugat /  Dewan Pimpinan  Nasiona l  Par ta i  Merdeka  adalah  

bukan  Pejaba t  TUN atau  yang  dipe rsamakan  dengan  Badan/  Pejaba t  

TUN  dan  apa  yang  d ipu tuskan  ada lah   bukan  keputusan  dib i dang  

Tata  Usaha Negara ,  maka Pengad i l an  menyimpulkan  bahwa sengeke ta  

a  quo  ada lah  bukan  te rmasuk  Sengketa  Tata  Usaha  Negara .  (v i de  

pasa l  62  ayat  (1 )  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  :   5  Tahun  

1986)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  3  dar i  5  hal  Penetapan  Nomor :  168/G/2010/PTUN- JKT……
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Menimbang,  bahwa  kendat i pun  demik ian  apab i l a  Sdr .  H.  

Yusransyah /Pengguga t   merasa   d i rug i kan   ak iba t  t i ndakan  Dewan 

Pimpinan  Nasiona l  Par ta i  Merdeka  dalam  menerb i t k an  Keputusan  

Pembebas  Tugasan  dan  Pemberhen t i an  dar i  Keanggotaan  DPRD 

te rsebu t  dan  pada  t i ngka t  in te rna l  organ isas i  t i dak  

te rse l esa i kan  maka dida lam  negara  hukum Republ i k  Indones ia  in i  

ten tu  harus  ada  lembaga  perad i l a n  yang  dapat  menyelesa i kan  

permasa lahan  hukum te rsebu t  yakn i  ia  dapat  menempuh ja l u r  hukum 

dengan  mengajukan  gugatan  ke  Perad i l an  Umum/Pengad i l an  Neger i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian   d ia tas  oleh  karena  

sengeke ta   a  quo  ada lah  bukan  te rmasuk  Sengketa  Tata  Usaha 

Negara  maka Pengad i l an  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima  dan  kepada  Penggugat  dibebankan  untuk  membayar  biaya  

perkara  yang  besarnya  di te t apkan  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - -  

Menginga t ,  Pasal  62  ayat  ( 1)  Undang- undang  No.  5  Tahun 

1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- undang  No.  51 

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  pera tu ran  

perudang- undangan  la i nnya  yang  te rka i t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N E T A P K A N 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  sebesar  

7
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Rp.  174.000 , -  (Sera tus  tu juh  pu luh  empat  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  di te t apkan  dalam  rapa t  permusyawara tan  pada  

har i  :  Senin ,  tangga l  6  Desember  2010,  o leh  kami  :  H.  BAMBANG 

HERIYANTO, S. H. ,  M. H. ,  Waki l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar ta ,  Penetapan  te rsebu t  pada  har i  i t u  juga  diucapkan  dalam 

Rapat  Permusyawara tan  yang  d inya takan  te rbuka  untuk  umum oleh  

Waki l   Ketua   Pengad i l an   Tata   Usaha   Negara   Jakar ta  

te rsebu t ,  dengan diban tu  oleh  

Hal  4  dar i  5  hal  Penetapan  Nomor :  168/G/2010/PTUN- JKT……
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WAHIDIN,  SH. ,  MM.,  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta ,  dengan  tanpa  dihad i r i  Penggugat  dan  dihad i r i  Tergugat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      

       PANITERA              WAKIL 
KETUA,
  

     

    t td     t td

  WAHIDIN,  SH. ,  MM. H.  BAMBANG HERIYANTO, S.H. ,M.H.

Rinc ian  b iaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  …………………………….. Rp.
  30.000 ,00

2.  
ATK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Rp

  50.000 ,00

3. Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…………………. Rp.   80,000 ,00

4. Matera i  Penetapan  Dismissa l  
……….… Rp.     6.000 ,00

5. Redaks i  Penetapan  Dismissa l  .
……….. Rp.     5.000 ,00

6. Leges  Penetapan  Dismissa l  .
………….. Rp.     3.000 ,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rp. 174.000 ,00

     ( Sera tus  tu j uh  puluh  empat  r i bu  rup iah ) .  
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Hal  5  dar i  5  hal  Penetapan  Nomor :  168/G/2010/PTUN- JKT……
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